PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR™T TAHUN 2022

TENTANG

FPEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAEKSANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

HABUPATEN PESAWARAN

EUPATI PESAWARAN,

- bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang  Fembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetapldan oleh Bupati;

- bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimalsud

huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelakeanaan
tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
Badan Daerah dalam meningkatkan pelavanan kepada
masvaraka! di daeral agar berjalan lancar, tertl, berdavaguna,

can bernasiguna perlu  menetapkannya dengan Peraturan
Fupati,

bahwa berdasarkan pertimbangan ssbagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu membentuk
Pergturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satvan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Pesawaran:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbamngan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2087 tentang Pembentukan

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nompr 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47449);

vnoang Nomor L4 Tahun 2011 tentang Pembentu
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik [ndonesia

tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 9234), sebagaimana telah diuvbah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratyran Perundang-undangan (Lembaran Ne

ra Republik
Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Leiﬂ "

_ : baren Negara
Republik Indenesia Nomor 6398);

kan Peraturan




I Peraturan  Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, scbagaimana telah diubah beberapa kali teralchir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Fepublix Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Miner B

Undang Namur |2 Tahun 201§ tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan |Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 183, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomaor 6308)

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nemor 744 Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesis
NUITOr S08 7|, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1] Tshun 2020 tentang Cipta
merja |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 2453, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 35887), sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nemor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Megara
Frpulik fedanesid Momosr ba0d],

tentang
Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 6322);



12, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Fembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah {Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

'3 Peraturan Menter Dalam Neger Namor 12 Tahuyn 2

17T pen tang
FELmman

fembwnitikan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelakezang Teknis Daerah,

| 4. Peraturan Menten Dalam hegent Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klastfikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
teritang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 I

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan . PERATURAN EBUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

TEKNIE DAERAH BATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS FPENDIDIHKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN FEEBAW.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan !

2.
2,
>

=

Daerah adalah Kabupaten Pesawaran,
Bupat sdalah Bupati Pesawaran.

Linas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnva
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dar Eebudayaan Kabupaten Pesawaran

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayasn Kabupaten
Fesawarar.

yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atay  kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan
mebdivaan Kahupaten Praawaran

satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan

HeThentuk Satuan Pendidikas Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal i
habupaten Pesawaran

Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah aelompok

Layanan Pendidikan Yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar,
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Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah

Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal.

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidilkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya
disingkat SPF TH Negsri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

B P e P s i sl

Batuan Penghidikan Formal Sekolah Dasa Neger yang selanjutnya disingkar SPF

sl Negen adalan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Megeri di Kabupaten
Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Mencngah Pertama Neperi vang selanjutnva

disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertamia Negeri di Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnva
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanpgar Kegiatan
Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan nen formal.

Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan vang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecekapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan  ketrampilan dan  pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serts

[ 1Y an SATeg elebig okl vk

mengembangkan kemampuan peserta

Frogram Pendidikan Anak Usia Din yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia & (enam) tahun vang dilakukan melalui pemberian rangsanpgan
pendidikan untuk membantu pertumbuban dan perkembangan Jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lehih lanjut

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atay
keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUEAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan

PFendidienn pada Minas. el mkss
A BP¥ TK Negen:

2FF 8D Negen,

3PF SMP Negeri: dan

SPNF Sanggar Kegiatan Be lajar,

o TR » BT o

Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran | sebagal
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bypati ini,
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BAE Il
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UHTL Saluan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
Unsur peiaksana teknis Dinas yang melaksanakan :

a. HKegiatan teknis operasional; dan/atau
b. kegiatan teknis penunjang tertentu,

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana vang dimaksud pada ayat (2]
merupakan jabatan fungeional guru bagai SPF dan pamong belajar bagi SPNF
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4
Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdin dari :
a. hepula Sekolah;

0. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
¢. Kelompok Jabatan Pelaksana,

Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran |l yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagilan Kesatu
Umuom

Pasal 5

UFTD Satuan Pendidikan adalah Kepala' Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar

UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud
dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :

a. melaksanaan dar. pengaturan proses belajar mengajar,



(1)
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(1)

. b, melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,

olahraga dan keseniarn pelajar di sekolah,

t. melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian  pendidik, tenaga
kependidikan d1 sekolah

SRR LR PR TL IR LR R B N (e o o ¥ L " afl 7 ||I1|IL.

melaksanakan adminisitas: ketatausahaan, Kesiswaan, ketenagaan, sarana
prasana dan keuangan;

I melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnva.
g melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan,

Baglan Kedua
Hepala Sekolah

Pasal 6

Kepala Sekolah sebageimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
Jabatan fungsional gury atau pamong belajar yang diberikan rugas tambahan,
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Sekolah memiliki fungsi :

no IEUEUrganisasikan, mengatahkan, men

poordinasikan dan mengawasi proses
kegiatan belajar mengajar,

9. menvelenggarakan adminisoasi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengendalian, pengawasan, pelaporan,  kurikulum, kesiswaan.
ketatausahaan, Hetenagaan dan sarana/prasarana; dan

€. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ckstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisas: kesiswaan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

nelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sssuai dengan keahlian dan kebutuhan yvang
Aalam mnelaksanalan tugrsnva herada dihawsh dan bertanggung jawab kepada

Bed il da v LAl

BEIUMpUR Jabalan Fungsional sebagaimanza dimaksud pada ayat (1) mempunyal
lungsi

A. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran;
b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;

¢. melaksanakan kegiatan penilaian dan evalyasi kegiatan proses pembelajaran:

d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;

€. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pPengayann;
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f. melaksanakan pengimbasan pengetahnan kepada guru lain dalam proses

kegiatan belajar mengajar-

Cidbksanakan pembuntas wldl Prigjaran falat peraga,

mrtibmbuhkembangkan sikap dan prngembangan karakier positif Peserta
didak;

I mengadakar pengembangan PrOgram  pengajaran yang menjadi tanggung
Jjawunbnya;

J. membuat catatan tenitang kemajuan hasil belajar;

k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memula; pelajaran:
| melaksanakan tugas luin sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal B

Walrmenl  tahatan Delaksina srhagrimana dimaksud oada pasal 4 huruf ¢

TrTHpesan lenaga  kependidikan  bertugas  melakeanakan administrasi,

Satuan Pendidikan, vanp dalam melaksanakan tugasnva berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah

nelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari Jabatan pelaksana,

Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari -

a. Pengadmimstrasi Umum:

b. Pengadministrasi Kuuﬂhgnn'.

¢. Pengadministrasi Kepegawaian; dan

d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.

BABV
HOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

Lalam rangka percepatan dan efisiensi seria koordinas: layanan administrasi
pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah
Kecamatan Bidang Pendidikan seDagai unit kerja non struktural pada setiap
kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

ayat (1| dipimpin oleh seorang Koordinator vang berasal dar pengawas sekolah
disamping tugasnya sebagal pejabat fungsional, atay dari Pegawal Aparatur Sipi

Negara lainnya yang berpengalaman  di bidang pendidilan dengan pangkat
minimal Il /¢,



1B}

(1]

(2]

(6]

WU sl Wilayah hecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
Aval t1). diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas
FerseL i) uan BL.[.Iail

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat MEngEunakan sarana dan prasarana serta Pegawai Aparatur

Sipill Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerzh
Fendidikan Kecamatan.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi lavanan administrasi pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimalksyd pada

ayat (1), mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kegjanya:

melaksanakan nengadministrasian usul kenaikan

PUNGMELS dan enags kependedskean

b

pangkat dan angka kredit

metiksanakan koordinasi lomba-lomba of wilavah kerjanva:
4, melaksanakan tugas administrasi di lingkungan keordinator wilayah, dan

¢ melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepads kepala dinas pendidikan
kabupaten.

tugas i
Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atauy antar
unit lainnya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawshannya masing-masing
: W Teriadi pervimpangas agar my ngambil langkah-langkah yang diperiukan

SPUARD PIMPINAR  SatUan  Arganisasi bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoonlinas: bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bag pelaksanaan tugas bawahannya,

Setiap pimpinan satuan nrganisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawah Pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat wakty,

Setiap laporan yang diterima oleh piumpinan satuan organisasi dan bawahannva
wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lekih
lanjut dan untuk memberikay petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atsean, tembusan laperan

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionat
mempunyai hubungan kerja.



EAB VII
HETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

khepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupau sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pagal 12

Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dagral: Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peratiran Rupat ind mulai herlakn wriak tarppal diundangkan

ARHT SRR OFeng mengetabuinya, memerintahkan pengundan

gan Peraturan Bupati inj
HETEAn penempatannya dalam Berita Daer

ah Kabupaten Pesawaran

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal % Jammars sp0290

Dwndangkan dj Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jamear{ 2022

Plh. SEKRETARIS nwﬂ;ﬁam PESAWARAN,
N T

BERITA DAERAY KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR =75
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